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ABSTRACT

Indonesia is a democratic nation where the implementation of democracy is reflected in
leader elections, particularly regional head elections (Pilkada). Electoral thresholds play a
significant role in these elections, regulated previously by Article 40 of Law no. 10 of 2016.
However, this threshold was amended through Constitutional Court Decision Number
60/PUU-XXI1/2024, reducing the minimum from 20% and 25% to 6.5% to 10%. This change
poses important implications for future regional elections. The research focuses on issue:
the problems regarding the authority of the Constitutional Court in determining nomination
thresholds as per the decision. Utilizing a normative juridical approach, the study analyzed
primary and secondary legal materials collected via library research. Findings indicate that
the Constitutional Court's approach as a negative legislator is insufficient—it must also act
as a positive legislator by establishing necessary norms to prevent legal vacuums during
elections. This decision enhances popular sovereignty by promoting equality and
representation, reducing wasted votes, and ultimately increasing voter participation.
Recommendations emphasize prioritizing justice in decisions while advocating for broader
efforts in political education and electoral capacity.

Keywords: Regional Head Election, Constitutional Court, Concurring Opinion.

ABSTRAK

Indonesia menerapkan demokrasi dengan salah satu indikatornya melalui pemilihan kepala
daerah (pilkada). Dalam pilkada, diterapkan ambang batas electoral threshold, yang
sebelumnya diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016. Namun, Putusan MK Nomor
60/PUU-XX11/2024 mengubah ambang batas tersebut dari awalnya 20% dan 25% menjadi
6,5% hingga 10% suara. Penelitian ini mengangkat pertanyaan: mengenai kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Teknik
analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK
seharusnya bertindak sebagai legislator positif untuk menghindari kekosongan hukum saat
pilkada 2024-2029. Putusan MK ini mendukung prinsip kedaulatan rakyat dengan
menghilangkan diskriminasi terhadap partai kecil dan baru, meningkatkan representasi suara
mayoritas, dan meningkatkan partisipasi pemilih. Kesimpulannya, MK harus
mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya, serta KPU dan Bawaslu perlu
memperkuat prinsip kedaulatan rakyat melalui pendidikan politik dan dukungan untuk calon
independen.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, yang tercermin dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI
Tahun 1945, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai undang-
undang dasar. Ini menunjukkan bahwa demokrasi berarti rakyat memiliki kekuasaan
tertinggi. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat
(government of the people, by the people, and for the people) (Noviati, 2013). Demokrasi
yang dianut oleh Indonesia, seperti banyak negara lain, adalah demokrasi modern.
Menurut John Locke, demokrasi modern adalah sistem perwakilan dengan kekuasaan
terbatas oleh konstitusi, yang juga menjamin hak-hak rakyat (Suleman, 2010).

Mahfud MD menyebutkan dua alasan pemilihan demokrasi dalam pemerintahan:
pertama, demokrasi dianggap asas fundamental oleh negara-negara di dunia; kedua,
sistem demokrasi bertujuan untuk melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan negara
(Novitasari, 2017). la juga menjelaskan bahwa meskipun banyak negara menerapkan
demokrasi, pelaksanaannya bervariasi. Indonesia menerapkan demokrasi yang dikenal
sebagai demokrasi Pancasila, yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila dan secara khusus
mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Salah satu indikator penerapan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan
pemimpin. Dengan adanya pemilihan, maka rakyat dapat secara langsung menentukan
pihak yang mewakilinya dalam penyelenggaraan pemerintahan baik itu di legislatif
maupun di struktur pemerintahan (Saritilawa, 2024). Di tingkat daerah, salah satu wujud
penerapan demokrasinya adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
(Pilkada). Pilkada merupakan proses penyelenggaraan pemilihan untuk menentukan
gubernur sebagai kepala pemerintah di tingkat provinsi, bupati sebagai kepala di tingkat
kabupaten, dan walikota sebagai kepala daerah di tingkat kota (Cahyaningsih, 2019).
Sama halnya dengan pemilihan umum, pilkada juga penting dalam penyelenggaraan
demokrasi, melalui pilkada rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pihak yang
mewakilinya dan menentukan kebijakan yang berpengaruh terhadap daerah mereka
masing-masing.

Pilkada merupakan aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi di daerah, berperan
sebagai penentu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi (Labolo,
2022). Kepala daerah terpilih akan memimpin urusan pemerintahan konkuren dan umum,
di mana kepemimpinan yang berhasil dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan

masyarakat, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan penurunan pelayanan publik dan
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kesenjangan sosial. Di Indonesia, pilkada menerapkan electoral threshold, yaitu
persentase minimum suara yang harus diraih oleh partai politik atau koalisi untuk
mencalonkan diri. Penerapan ini wajar, karena banyak negara dengan sistem pemilihan
proporsional yang mengimplementasikannya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-V11/2009 juga menyatakan bahwa electoral threshold
penting untuk menyederhanakan partai politik dalam pemilihan, dan meskipun tidak
tertulis dalam undang-undang, penerapan ini akan berlaku secara alami (Monte, 2024).

Terdapat karakteristik penerapan ambang batas pemilu (electoral threshold) pada
negara demokrasi tergantung pada perkembangan institusi demokrasinya. Negara
demokrasi transisi yang berusaha keluar dari konflik cenderung menerapkan ambang
batas rendah agar partai politik dan seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam
pemerintahan. Sementara itu, negara demokrasi yang sudah mapan menerapkan ambang
batas lebih tinggi untuk menciptakan keseimbangan, mendukung mayoritas yang stabil,
dan mencegah fragmentasi berlebihan dalam pemerintahan. Dengan demikian, penentuan
nilai ambang batas pemilu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik negara (Al-
Fatih, 2019).

Pada pilkada Indonesia, sebelumnya, ambang batas pemilihan diatur dalam Pasal 40
ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di bawah ketentuan ini, partai politik
hanya dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah jika memperoleh minimal 20%
dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan anggota
DPRD. Dengan demikian, Indonesia menerapkan ambang batas yang cukup tinggi.
Namun, pengaturan tersebut berubah setelah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI11/2024.
Setelah putusan ini, ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur disesuaikan
berdasarkan jumlah penduduk. Untuk provinsi dengan populasi hingga 2 juta jiwa, parpol
atau koalisi harus mendapatkan suara sah minimal 10%. Rentang 2 juta hingga 6 juta jiwa
memerlukan 8,5%, 6 juta hingga 12 juta jiwa memerlukan 7,5%, dan untuk lebih dari 12
juta jiwa, minimal 6,5% suara sah diperlukan. Dengan demikian, Putusan MK tersebut
telah mengakibatkan penurunan ambang batas signifikan dalam pencalonan gubernur dan
wakil gubernur di Indonesia.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI1/2024 tidak hanya menurunkan ambang batas
pencalonan untuk gubernur dan wakil gubernur di Indonesia, tetapi juga untuk bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Pencalonan kepala daerah di kabupaten/kota

kini mengharuskan parpol atau koalisi parpol meraih suara sah minimal 10% di daerah
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dengan penduduk hingga 250.000 jiwa. Bagi daerah dengan jumlah penduduk antara
250.000 hingga 500.000 jiwa, ambang batas adalah 8,5%, sedangkan untuk daerah
dengan 500.000 hingga 1.000.000 jiwa, menjadi 7,5%. Di atas 1.000.000 jiwa, ambang
batasnya adalah 6,5%. Perubahan ini akan memengaruhi penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah di Indonesia, dengan dampak signifikan bagi partai politik, pencalonan,
dan masyarakat. Penentuan ambang batas ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan
electoral threshold, yang dapat dilihat contohnya di Polandia dengan ambang tinggi untuk
mengeliminasi partai kecil. Penurunan electoral threshold dalam putusan ini dapat
membawa dampak positif atau negatif bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, maka perlu diketahui alasan penurunan electoral threshold
dalam pilkada Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan pengkajian terhadap
implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXI1/2024. Yang mana akan diuji
dengan menggunakan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Dengan mengetahui implikasi tersebut, diharapkan penulis dapat menyimpulkan dan
memberikan solusi agar prinsip kedaulatan rakyat benar-benar dapat diterapkan dalam
pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan datang.

Dalam penelitian ini, juga akan dibahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Permasalahan ini dibahas
karena MK dalam hal ini MK bertindak sebagai positif legislator terhadap kebijakan
hukum terbuka, padahal sejatinya kewenangan MK adalah sebagai Negative Legislator.
Pembahasan atas permasalahan tersebut perlu ditelaah lebih lanjut. Oleh karena itu,
peneliti memilih untuk melakukan penelitian dalam skripsi berjudul “’Analisis Yuridis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI1/2024 tentang Ambang Batas
(Electoral Threshold) Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara

Demokrasi”’.

PEMBAHASAN
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Ambang Batas Pencalonan
Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK No. 60/PUU-XX11/2024

Konstitusi merupakan aturan tata negara atau hukum terkait pokok-pokok
ketatanegaraan dan penyelenggaraannya pada suatu negara (Thalib, 2006). Adapun
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) adalah pengadilan khusus yang memiliki

yurisdiksi atas masalah konstitusional. Yurisdiksi MK umumnya meliputi peninjauan
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kembali yudisial atas undang-undang dan penyelesaian sengketa konstitusional. Di
indonesia, MK baru terbentuk setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat pada pasal 24C konstitusi, yang
menyatakan bahwa MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman untuk menegakkan
hukum dan keadilan. MK memiliki wewenang mengadili pengujian UU terhadap UUD,
sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa pemilu. Terdapat
9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dengan 3 hakim diajukan oleh
Mahkamah Agung, 3 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 oleh Presiden. Hakim MK
harus memiliki integritas, kepribadian baik, keadilan, wawasan konstitusi, dan tidak
merangkap sebagai pejabat negara. MK dibentuk untuk mengawal konstitusi dan
berfungsi sebagai penegak keadilan konstitusional serta penafsir konstitusi, mencegah
penafsiran yang keliru yang dapat melanggar hak rakyat. Dengan demikian, MK berperan
sebagai pengawal konstitusi dan proses demokratisasi (Lailam, 2015).

Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki
kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, termasuk Perppu sesuai Pasal
2 ayat 1 Peraturan MK No. 2 Tahun 2021. Kewenangan ini bersifat final dan mengikat,
dikenal sebagai judicial review. Menurut Pasal 2 ayat 2 PMK No. 2 Tahun 2021, MK
berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Pengujian formil berkaitan dengan
proses pembuatan undang-undang yang tidak sesuai, sedangkan pengujian materiil
berkaitan dengan isi pasal atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan
dengan UUD 1945. Jika suatu norma dalam undang-undang terbukti bertentangan, MK
dapat membatalkannya; jika tidak, permohonan pengujian akan ditolak dan norma itu
tetap berlaku. Pengujian materil hanya berdasarkan norma yang terdapat dalam batang
tubuh UUD 1945, mulai dari Pasal 1 hingga Pasal 37.

Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang (UU)
terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) menunjukkan bahwa MK berperan sebagai
negatif legislator. Menurut Mahfud MD, negatif legislator berarti tindakan MK dalam
membatalkan norma melalui judicial review, atau membiarkan norma legislatif berlaku
berdasarkan UUD 1945. Wewenang ini berhubungan dengan pembatalan norma UU yang
tidak sesuai dengan konstitusi, memberi MK kemampuan untuk menghapus atau
mengurangi norma UU. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hans Kelsen tentang
pengadilan yang berwenang menghapus undang-undang secara individual maupun umum

sebagai bentuk legislatif negatif. Berbeda dengan lembaga legislatif, yang berfungsi
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sebagai positif legislator dalam menyusun UU, MK hanya memiliki kewenangan untuk
melakukan pengujian dan pembatalan norma dalam UU yang tidak selaras dengan
konstitusi. Kebingungan muncul tentang apakah MK, sebagai negatif legislator, dapat
bertindak sebagai positif legislator, terutama dalam konteks kebijakan hukum terbuka.
Kebingungan ini terlihat dalam concurring opinion pada Putusan MK No. 60/PUU-
XXI11/2024.

Concurring opinion adalah pendapat dalam putusan hakim yang setuju dengan
mayoritas, tetapi memiliki alasan yang berbeda. Meskipun tidak ada aturan tegas tentang
concurring opinion, Jimly Asshiddigqie membedakan antara dissenting opinion dan
concurring opinion. Dalam hukum acara MK, merujuk pada PMK No. 6 tahun 2005,
pendapat hakim yang berbeda dicantumkan dalam putusan jika hakim bersedia. Meskipun
tidak ada pengaturan berbeda antara keduanya, praktik menunjukkan perbedaan
mencolok dalam istilah yang digunakan.

Dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXI11/2024, Daniel Yusmic P. Foekh mengemukakan
alasan berbeda, sementara M. Guntur Hamzah memberikan pendapat berbeda. Foekh
berpendapat bahwa ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka dan MK
seharusnya bertindak sebagai negative legislator, bukan positif legislator, untuk
memberikan kesempatan bagi parpol peserta pilkada 2024 yang memperoleh suara tetapi
tidak kursi di DPRD untuk mencalonkan diri dengan batasan 25% suara sah. Foekh
menyatakan norma tersebut harus konstitusional namun diberlakukan bersyarat. la
berargumen bahwa MK seharusnya tidak menciptakan norma baru, melainkan
menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang. Pandangan ini sejalan dengan Hans
Kelsen tentang MK yang berfungsi sebagai negative legislator yang menegaskan
pembatasan norma (Arifa, 2024).

Konsep judicial restraint disampaikan oleh James B. Thayer, menyebutkan bahwa
pengadilan harus menahan diri dari pembuatan kebijakan yang bukan kewenangannya.
Beberapa ahli, seperti Laica Marzuki dan Muhammad Mahrus Ali, sepakat bahwa MK
tidak berwenang mengubah norma, namun hanya menyatakan kesesuaian norma dengan
konstitusi. Penelitian oleh Rona Dwi Arifa dkk. dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh
menguatkan bahwa MK hanya dapat menguji konstitusionalitas norma tanpa menetapkan
norma baru, sehingga perubahan sepenuhnya menjadi tugas pembentuk undang-undang.
Kesimpulannya, ambang batas minimal dalam pemilihan kepala daerah adalah kebijakan

hukum terbuka yang dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan
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perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pembahasan mengenai pengujian ambang batas minimal pendaftaran Pasangan Calon
dalam pilkada menunjukkan bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka. Ini
sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan
Walikota dipilih secara demokratis, dengan pengaturan lebih lanjut oleh undang-undang.
Oleh karena itu, mekanisme pilkada yang demokratis dapat diubah oleh pembentuk
undang-undang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan electoral dan parliamentary threshold
dengan alasan kebijakan hukum terbuka, seperti terlihat dalam beberapa putusan,
termasuk Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 dan lainnya, yang menunjukkan bahwa
electoral threshold adalah kebijakan terbuka. Berdasarkan Putusan Nomor 58/PUU-
XV1/2018, pengaturan dalam kebijakan hukum terbuka tetap dapat diuji jika bertentangan
dengan moralitas, rasionalitas, atau menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan ambang batas
dinilai bertentangan dengan moralitas karena mereduksi kedaulatan rakyat, serta
rasionalitas dibanding syarat dukungan untuk calon perseorangan. Hal ini juga
menciptakan ketidakadilan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD
meskipun memperoleh suara sah. Selain itu, ketentuan tersebut melanggar hak atas
persamaan di depan hukum dan pemerintahan, serta menghambat pencalonan dari partai
kecil.

Meskipun pasal tersebut adalah kebijakan hukum terbuka, pandangan bahwa
Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya berfungsi sebagai negative legislator dianggap
tidak tepat. Sebaiknya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai positive legislator untuk
mencapai keadilan konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh
pembentuk legislasi (Fauzani, 2019).

Sistem check and balances antara pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif di
Indonesia dicontohkan melalui peran DPR dalam pembentukan undang-undang (UU)
menurut Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang diseimbangkan oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) melalui judicial review. Mahfud MD menyatakan bahwa judicial review
penting untuk memastikan UU tidak bertentangan dengan UUD, mengingat UU adalah
produk politik yang sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik.

Dengan bersikap sebagai legislator positif, MK dapat mencegah undang-undang yang
tidak selaras dengan aspirasi masyarakat. Ini penting, mengingat pembentuk legislatif dan

presiden memiliki kepentingan politik. MK perlu mengawasi konstitusi agar UU yang
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dibuat sesuai dengan norma UUD 1945 (Mahanani, 2020). Putusan MK yang
mengandung elemen legislator positif, seperti dalam Putusan MK No. 60/PUU-
XXI11/2024, harus dilihat sebagai langkah menuju penegakan hukum yang progresif.
Hakim MK perlu melampaui teknik prosedural demi keadilan substantif yang melindungi
hak konstitusional warga. Keadilan substantif berarti realisasi rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat (Fauzani, 2019).

Anajeng Esri Edhi Mahanani (2020) menjelaskan pentingnya putusan MK sebagai
legislator positif dalam pengawalan dan perlindungan hak asasi manusia yang substansial,
serta dalam mencegah terhambatnya keadilan prosedural menuju keadilan substantif.
Keputusan MK sebagai legislator positif juga sejalan dengan penemuan hukum, yaitu
langkah hakim dalam menangani masalah yang tidak diatur hukum. Penemuan hukum ini
mengisi kekosongan dalam sistem hukum terbuka, di mana hakim berwenang melakukan
tafsiran dan penggalian hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan
hukum adalah proses membentuk hukum oleh hakim, menghasilkan keputusan konkret
tentang aturan hukum yang berlaku (das sollen) terkait peristiwa nyata (das sein). Dengan
demikian, tindakan MK sebagai legislator positif mencerminkan cita-cita masyarakat,
berupaya mencapai keadilan substantif berdasarkan keinginan masyarakat, bukan sekadar
keadilan formal.

Tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai legislator positif dalam putusan ini
didasarkan pada doktrin yang diakui. Menurut Martitah, ada tiga landasan bagi MK
bertindak demikian:

1. Mencapai keadilan dan kemanfaatan: MK dapat mengabaikan pengaturan dalam
undang-undang untuk mewujudkan keadilan substantif dan mempertimbangkan rasa
keadilan masyarakat, yang lebih penting daripada kepastian hukum.

2. Situasi mendesak: Jika MK menemukan keterbatasan waktu, risiko pelanggaran
konstitusi, atau potensi kekacauan, tindakan tersebut diperbolehkan.

3. Mengisi kekosongan hukum: Jika pembatalan kaidah menghasilkan kekosongan
hukum dan kekacauan, MK seharusnya bertindak sebagai legislator positif.

Landasan ini bersifat alternatif. Dalam kasus penurunan ambang batas pencalonan
kepala daerah, MK memenuhi dua faktor: pertama, penetapan ambang batas yang baru
menciptakan keadilan dan kemanfaatan dengan membebaskan partai politik kecil dari
batasan yang menghambat pendaftaran calon. Sebelumnya, partai baru harus memiliki

20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk bisa mendaftar, yang mengakibatkan
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ketidakwakilan kepentingan mereka dalam pemilihan. Kedua, ambang batas tinggi

cenderung menyebabkan politik transaksional, memperburuk dinamika koalisi yang

sangat rentan untuk tukar menukar kepentingan. Perubahan menjadi ambang batas 6.5%

hingga 10% menguntungkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, memberi

mereka hak konstitusional yang setara untuk mencalonkan calon kepala daerah, sejalan
dengan putusan MK No. 60/PUU-XXI1/2024. Ini menjamin hak partai kecil dan
mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

Penetapan ambang batas pencalonan kepala daerah bertujuan mengatasi kekosongan
hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum menjelang pilkada 2024-2029.
Jika tidak segera ditetapkan, terutama setelah putusan MK, akan muncul dampak negatif
seperti:

1. Kekosongan Hukum: Pembatalan norma UU akan menciptakan kekosongan hukum,
mengingat pilkada akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah putusan.

2. Lama Penyusunan Norma: Proses penyusunan norma oleh DPR dan Presiden
memakan waktu, sehingga MK perlu bertindak sebagai positif legislator untuk
mengatasi kekosongan tersebut. Paul Scholten mengemukakan bahwa kekosongan
hukum sering kali muncul akibat ketidakmampuan menyelesaikan perundang-
undangan yang diujikan, sehingga hakim harus bertindak seperti legislator.

Laica Marzuki juga menambahkan bahwa MK seharusnya berperan dalam membuat
putusan yang mengatur untuk memperbarui hukum sesuai dengan keadilan masyarakat.
Pendekatan ini, dikenali sebagai judicial activism, melibatkan hakim menyusun putusan
yang berorientasi pada realitas masyarakat. Styabrata menilai bahwa judicial activism
memberi ruang bagi hakim untuk mencapai keadilan tanpa melampaui batas konstitusi.
Tindakan ini esensial agar MK dapat menjalankan fungsi penafsir konstitusi, karena UUD
1945 memiliki norma yang abstrak. Maria Farida Indrati menegaskan bahwa MK, sebagai
penguji konstitusionalitas UU, berperan sebagai positif legislator; tidak menjalankan
peran ini akan menimbulkan kekosongan hukum dan merusak sistem hukum Indonesia
(Idris, 2020).

Melihat hal ini, argumen yang menyarankan agar MK hanya bertindak sebagai
negative legislator dalam putusan Nomor 60/PUU-XXI11/2024 kurang tepat. Untuk
menegakkan konstitusi, MK perlu menetapkan norma demi keadilan dan kemanfaatan
masyarakat, sesuai tujuan hukum Gustav Radbruch tentang kepastian hukum dan

keadilan. Hakim konstitusi harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dalam
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masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan cara ini, MK dapat menetapkan norma ambang
batas pencalonan kepala daerah, sehingga terhindar dari kekosongan hukum selama
pilkada 2024-2029 (Denisatria, 2018).

KESIMPULAN

Dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XXI11/2024 terjadi kebingungan terkait kewenangan
MK sebagai negative legislator atau dapat bertindak sebagai positive legislator. Hal ini
terlihat dalam concurring opinion yang menyatakan bahwa sebaiknya MK hanya bertindak
sebagai negative legislator dalam pengujian kebijakan hukum terbuka. Pertimbangan
tersebut sejatinya kurang tepat. Selain itu, tindakan MK sebagai positive legislator dengan
menetapkan norma ambang batas pencalonan kepala daerah diperlukan untuk mencegah
terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) atau kekacauan hukum saat pilkada 2024-
2029 dilaksanakan.
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